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MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Buton;

Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945:

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-dacrah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lermbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
( lembaran Negara Republic Indonesia tabun 2014 nomor 4,
tambahan lembaran Negara Republic Indonesia nomor 5492,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494 |

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambshan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5587) sebapaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Mcnctapkan

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 5679):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglkat
Daerah (Lembaran Negara Rcepublik Indonesia Tahun 2016
Nomeor 114;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6 |;

10. Peraluran Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom
[Lembaran Dacrah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112 );

11, Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 6 tabun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
Kabupaten Bulon tahun 2016 Nomor | 16)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUFATEN BUTON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yvang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupali adalah Bupati Buton.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
DFRD adalah Dewan Perwakilaun Rakyat Daerah Kabupaten

noE Lo

Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Buton.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnva
disebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buton.
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12.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

(2)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Buton.,

Sekretariat - adalah  Sekretariat  Dinas  Pemberdayuaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buton.

Sckretaris Dinas yang selanjutnya discbul Sekretaris adalah
Sekretaris Dinas Pemberdayasn Masyvarakat Dan Desa
Kabupaten Buton.

Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakal
Dan Desa Kabupaten Buton.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buton.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kahupaten Buton.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Pcmberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buton.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakal Dan
Desa Kabupaten Buton.

Kepala Seksi adalah Kepala Scksi pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buton.

Umnil Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjuinya disebut UPTD
adalah unsur pelaksana teckmis  Dinas  Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buton yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
Kelompolk Jabatan Fungsional adalah EKelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan Dinas Perndustnan Kabupaten

Buton,

BAB IT
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Dinas Pemberdayvaan Masyarakat Dan Desa adalah
unsur pelaksana wurusan  pemerintahan  dibidang Dinas
Pemberdayaan  Masyarakat Dan Desa  yang  menjadi
kewenangan daerah.

Dinas Dinas Pemmberdavaan Masvarakat Dan Dcesa schbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekrelaris Dacrah.



(1)

(3]

(5)

BARB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Pemberdayasan Masyarakat Dan Desa adalah Dinas

Dacrah Tipe B.

Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

h. Sekretariat:

c. Bidang Pemerintahan Desa;

d. Bidang Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan
Pemberdayaan Masyvarakat;

c¢. Bidang Usaha Ekonomi Desa, Kelembagaan, SDA, TTG dan
Sosbud;

f.  Sub Bagian/Selksi;

g UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekrelarial sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b

terdiri atas :

a. Subbagian perencanaan ,Evaluasi dan pelaporan;

b. Subbagian Keuangan, Umum dan Kepagawaian

Bidang Pemcerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayal

(2) Huruf c terdin atas :

a. Scksi Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas Aparat Desa
dan Penataan Desa, Kawzasan Perdesaan

b. Seksi Pembinaan Pengawasan, Evaluasi, administrasi dan
perkembangan Desa

¢. Seksi Pengelolaan keuangan dan asset Desa

Bidang Pembangunan Desa, Kawasan Perdecsaan dan

Pemberdavaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat

(2) Huruf d terdiri atas :

a, Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan perdesaan

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan
Ekonomi Kawasan Pedesaan

c. Seksi pengembangan informasi pembangunan desa dan

kerjasama antar desa
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(1]

(2]

(3)

(4)

Bidang Usaha Ekonomi Desa, kelembagaan, SDA, TTG dan

Sosbud sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri

atas :

4. Scksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Desa

b. Scksi Kelembagaan, Pendayagunaan SDA Dan TTG

c. Seksi Sosial Budaya Dan Pemberdayaan Kescjahteraan
Keluarga

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian tercantum dalam

lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Sekretarial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 avat (2)
hurufl b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yvang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang secbagaimana dimaksud dalam pasal 3 avat (2) huraf
c,huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang vang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Subbagian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5],
Avat [6), Ayat (7], dan Ayal (8) dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi vang berada di bawah dan berlanggungjawab kcpada

kepala Bidang masing-masing.
BAB 1V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pazal 5

(1) Dinas Pemberdavaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
menjadi  kewenangan  daerah  dibidang  Pemberdayaan

Masyvarakat Dan Desa



(1)

[2) Dinas Pemberdayaan Masyarakal Dan Desa dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan  lingkup
fugasnya:

b. peclaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup
ugasnyva,

¢. pemantauan, evaluasi, dan pclaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyvelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan
hngkup tugasnya;

e. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal &
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah dibidang
Pemberdavaan Masyvarakat Dan Desa berazaskan otonomi daerah
dan mengkoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan  dibidang
Pemberdayasan Masyarakal Dan Desa serta membina hubungan
keja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga

Kemasyarakatan lainnya.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

i Perumusan  kebijakan teknis di  bidang Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa  Pengkoordinasian pemberian
perizinandan pelaksanaan pelayanan umum

b. Pelaksanaan pemhinaan rerhadap UPTD dan kelompok jabatan
fungsional

¢. Pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang kesekrerariatan
dinas

d. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai fugas dan
kewenangannya; dan

e. Pelaksanaan lupas lain vang di berikan oleh kepala daerah

sesual dengan tugas pokok dan lungsinya.



Bagian Ketiga
Sekrelarial

Pasal 7

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagalan
rigas Ninas dalam Pelayanan Administrasi dan Kesckretariatan
kepada semua Saluan kerja dilingkungan Dinas vang meliputi
Urusan  Perencanaan Program, Evaluasi dan  Pelaporan,
Keuangan, perlengkapan, Kepegawaian, Hukum, Umum, Humas

dan Protolkol serta Urusan Pendidikan dan Pelathan.

(2) Sckretaris Dinas dalam mclaksanakan tugas scbagaimana

dimaksud pada Ayat (1) menvelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian Perumusan Perencanaan
Program Dinas, scrta Evaluasi dan Pelaporan’
b. Pelaksanaan Urusan Keuangan, Perlengkapan dan

Penyusunan Anggaran;

c. Pelaksanaan Urusan Administrasi Kcpegawaian,
Ketatalaksanaan dan Hukum, serta Pendidikan dan
Pelalihan;

d. Pelaksanaan Urusan Umum, Surat menyvuarat dan Arsip,
rumah tangga, serta urusan Kehumasan dan protokol; dan
¢. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8
Kepala Sub Bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai

1. mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis perencanaan , evaluasi
dan pelaporan;

2. melaksanakan penyusunan rencana program dinas;

3. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dinas;

4. mengolah data;

5. Mengevaluasi pclaksanaan program dan kegialan; dan

6. menvusun laporan program dan kegialan.

Pasal 9
Kepala Sub Bagian Keuangan, umum dan kepegawaian sebagaimana,

mempunyai tugas
1. melaksanakan urusan tata usaha keuangan dan perbendaharaan;

2. mengelola inventaris barang, perlengkapan dan rumah tangga;



3. menyusun laporan realisasi keuangan;

4. melaksanakan urusan umum, sural menyurdal dan arsip;

5. melaksanakan  urusan  kehumasan, administrasi  kepegawaian,

hukum dan ketatalaksanaan;

6. mecnyclenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan

7. melaksanakan pelayananan administrasi teknis fungsional.

Bagian Keemnpal
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

a. Menpumpulkan bahan pedoman dan  petunjuk  teknis
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h.

i.

pelaksanaan kegialan;

. Menyusun rcncana kerja kerja kegiatan bidang

Pemerintahandesa;

memfasilitasi aparat pemerintah desa;

. meningkatkan kapasilas pemerintah desa;

menyelengearakan penataan desa;

membina dan  mengawasal  penyelenggaraan  administrasi
pemerintahan desa;

mengevaluasi administrasi dan perkembangan desa;
mengelols keuangan dan asct desa; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan

(2) Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas

scbagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

fasilitasl perangkat dcsa, peningkatan kapasitas sumber daya
aparat pemerintah desa dan penvelengaaraan penataan desa;
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan desa, evaluasi administrasi dan
perkembangan Desa;

penviapan bahan petunjuk teknis pembuatan  peraturan
desa/flata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan
asct desa berkenaan dengan pengembangan sumber sumber
pendapatan dan kekavaan desa, dan manajemen keuangan desa,
penyiapan bahan petunjuk teknis pemantapan  sistem
administrasi pemerniahan desa; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesual
dengan tugas pokok dan fungsinya.
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Kepala Seksi Perangkat Desa, peningkatan kapasitas aparal desa dan
penataan desa mempunyal tugas ¢

1.

Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis seksi
perangkal desa, peningkalan  kapasitas aparat desa dan
penataan desa;

melaksanakan fasilitasi dan pembinaan perangkat Diesa;
melaksanakan peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawatan Desa;

menyelenggarakan penataan Desa;

membuat laporan hasil pelaksanaan Ltugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

Pasal 12

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan evaluasi administrasi dan
perkembangan desa mempunyai tugas -

: i3

<L

mengumpulkan bahan pedoman dan petujuk teknis pelaksanaan

kegiatan seksi pembinaan , pengawasan cvaluasi administrasi
dan perkembangan desa;

menyusun rencana kerja seksi pembinaan, pengawasan evaluasi
administrasi dan perkembangan desa;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan,;
melaksanakan administrasi pemerintahan desa;
mengevaluasi administrasi dan perkembangan Desa,

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan melaksanakan
tugas lain vang diberikan pimpinan

Pasal 13

Kepala Seksi Pengelolaan keuangan dan asset desa mempunyal tugas :
1.

b

LN

menviapkan bahan  pedoman/petunjuk  teknis pengelolaan
keuangan dan aset desa;

menyusun rencana kerja seksi pengeloloan keuangan dan aset
desa;

. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan asel

desa;

. mengumpulkan data kekayaan dan aset yang ada pada seliap desa,

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan



Bagian Kelima
Bidang Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan
dan Pemberdavaan Masyarakat

Pasal 14

(1) Kepala Bidang Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

dan

a. menyviapkan bahan  pedoman  dan petunjuk  teknis  bidang
Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan pemberdayaan

masyarakat;

b. melaksanakan pembangunan desa, pembangunan  kawasan

perdesaan, pemberdavaan masyarakat desa;

¢. mengembangkan ekonorm kawasan perdesaan;

d. melaksanakan pengolahan dan pengembangan data dan informasi

pembangunan Desa;
e. mermfasililasi kerjasama antar Desa dalam satu kabupaten;
I. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh pmpinan

(2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 14,

Bidang Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Pemberdayaan

Masyarakal menyvelenggarakan fungs: :

a. [fasilitasi pcmbangunan desa dan kawasan perdesaan;
b. pembinaan kclompok masyarakat pembangunan desa;
c. pengembangan ckonomi kawasan perdesaan;

d. fasilirasi pelaksanaan musyawarah pemnbangunan desa,;

e. pemberdayaan masyarakat desa melalui fasilitasi pendidikan dan

pelatihan tenaga teknis dan masyarakat ;
. pelaksanaan desiminasi informasi bagi masvarakal desa;

g. lasilitasi pengembangan informasi pembangunan desa melalu

penvusunan Profil Desa;
h. fasilitasi kerja sama antar Desa dalam satu Kabupaten dan

i. pelaksanaan tugas lain vang diberikan olch Kepala Dinas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15
Kepala Seksi Pemmbangunan Desa dan Kawasan Pedesaan mempunyai
mgas :

1. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk tekms pelaksanaan
kegiatan seksi pembangunan desa dan kawasan pedesaan;

2. melaksanakan fasilitasi pembangunan desa dan pembangunan

kawasan perdesaan,

melakukan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;

memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

o0 w



Pasal 16

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi

Kawasan Pedesaan mempunyai tugas :

1.

menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
seksl Pemberdayaan  masyarakal dan Pengembangan  FEkonomi
Pedesaan;

. melaksanakan pemberdavaan masvarakat desa melalui [lasilitas:

pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat;

mengembangkan ekonomi kawasan perdesaan;

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan tugas Iain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 17

Kepala Seksi Pengembangan Informasi Pembangunan desa dan Kerjasama

Desa mempunyal tugas:

L,

b

=i

(1)

menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk telmis pelaksanaan keglatan
seksi pengembangan informasi pembangunan desa dan kerjasama desa;

memifasilitasi pengembangan informasi pembangunan desa melalui
penyvusunan Profil Desa dan kelurahan;

melaksanakan desiminasi informasi bagi masyarakat desa;
mcmfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa.
melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Keenam
Bidang Usaha Ekonomi Desa, kelembagaan,
SDA, TTG dan Sosbud
Pasal 18

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, kelembagaan, SDA, TTG dan

Sosbud mempunyai tugas :

a. melaksanakan menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk tcknis
pelaksanaan kegiatan Bidang Usaha Ekonomi Desa, Kelembagaan,
SDA, TTG dan sosbus

h. mclaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan
pengembangan lembaga ekonomi desa;

¢. melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat
kabupaten dan desa;

d. melaksanakan pendavagunaan Sumberdaya Alam;

e. melaksanakan Pengembangan Teknologi Tepal Guna, Sosial Budaya
dan pemberdayaan kescjahteraan keluarga.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan



(2) Dalam melalksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18,
Bidang Usaha Ekonomi Desa, kelembagaan, SDA, TTG dan Sosbud

menjalankan fungsi :

&.

ta.

menviapkan bahan petunjuk tcknis pengembangan  lembaga
ckonomi masyvarakat dan dess;

menyiapkan bahan pelunjuk teknis dan pembinaan kelembagaan
masyarakat dan lembaga adat tingkat kabupaten dan desa
pemberdavaan lembaga kemasvarakatan yang bergerak di bidang
pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Kabupaten dan Desa

. pembinaan dan fasilitas pendayagunaan sumber dava alam dan

teknologi tepat puna;

penvusunan petunjuk  teknis bidang sosial budava dan
pemberdavaan kesejahleraan keluarga;

pembinaan sosial budaya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga
dan pos pelayvanan terpadu ringkat Desa dan kelurahan; dan
pclaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas pokoek dan fungsinva.

Pasal 149

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa
mcmpunyval tugas :

1.

2.

3.

4.
5.

menyviapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan seksi
pengembangan usaha ckonomi masyaralcat dan desa;

menyusun rencana kerja scksi scksi pengembangan usaha ekonomi
masyarakal dan desa;

melaksanakan pembinaan teknis pengembangan lembaga ekonomi
desa dan usaha ekonomi masyarakat ditingkat desa;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas,;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Pa=al 20

Kepala Seksi Kelembagaan, pendayagunaan SDA dan TTG mempunyai

rugas:

1. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan scksi
kelembagaan, pendayagunaan SDA dan TTG;

2. menyusun rencana kerja seksi kelembagaan, pendayagunaan SDA
dan TTG;

3. melaksanakan pembinaan dan  pemberdayaan  lembagaan
kemasvarakatan dan lembaga adat vang bergerak di bidang
pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkal Kabupaten dan
Desn;

4, melaksanakan pendavagunaan Sumberdayva Alam dan  Teknologi
Tepat Guna;

5. mclaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

6. melaksanakan tugas lain yang diberikan olech pimpinan



Pasal 21

Kepala Scksi social budaya dan pernberdayaan kesejahteraan keluarga

mempunyail tugas :

1. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan seksi
sosial budaya dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

2. melaksanakan pembinaan teknis Sosial Budaya dan Pemberdayaan
Kesgjahteraan Keluarga;

3. melaksanakan pos pelayanan terpadu masyarakat tingkat desa;
4. melaporkan hasil pelaksanaan lugas; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
EABV
TATA KERJA
Pasal 22

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
dalam melaksanakan lugas dan [ungst harus menerapkan  prnsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas
Pemmberdayaan Masyvarakat Dan Desa sendiri maupun dalam hubungan
antar Dinas Perindustrian  dengan Perangkat Daerah dan fatau lembaga
Lain yang terkait.
Pasal 23
(1) Setiap pimpinan Unil Orgamsasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan wmemberikan pengarahan  seria
petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesual dengan uraian tugas vang telah
ditetapkan.
(2) Penyerahan dan perunjuk sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus
diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serla
dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraluran

Perundang-Undangan

Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sctap Pimpinan Umit Organisasi harus
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unil organisasi di
bawahnya.

Pasal 25
Atas dasar perlimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabal di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dapat
mendelepasikan kewenangan terteniu kepada pejabat di bawahnyva sesuai

dengan ketentuan Peraluran Perundang-Undangan,



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VI
ESELON, PENGANGEATAN dan PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 26
Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon 1Th atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.
Sekretaris Dinas merupakan jabatan strukural eselon Illa atau jabatan
administrator.
Kepala Tidang merupakan jabatan struktural eselon [IIb atau jabatan
administrator.
Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon
[Va atau jabatan pengawas.
Kepala UPTD merupakan jabalan struktoral eselon Vb alau jabatan

pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 27
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.
Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

aval (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28
Secgala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dibebankan
pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah.
Selain biava yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemberdayaan
Masyarakal Dan Desa dapat diberikan banluan pembiayaan sesual

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

Jenjang jahatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diamar scsual

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
Pasal 30

(1) Di Lingkungan Dinas Pecmberdayaan Masvarakat Dan Desa  dapat
dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan vang berlaku.

(2] Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraluran Bupati tersendiri.

Pasal 31

Di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dapat dibentuk
kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan vang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 33

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah
dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pcembentukan UPTD yang
baru.

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 6 (cnam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupat ini,



BAR X
PENUTUP
Pa=zal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton
Nomor 48 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata

Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Buton.,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Diletapkan di Pasarwajo

PARAF pada tanggal % Oktober 2016
Setta J., BUPATI BUTON,
Pex. 1,
ka. RN G Gerfier .
Kooy . Wik ] SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN
Yoy - Oweg {

il



BAB X
FENUTUP
Pa=al 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton

Nomor 48 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata

Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Buton.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraluran Bupali imi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempalannyva dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PARAF

Ditelapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1% Oktober 2016

BUPATI BUTON,
Cap/TTD

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pajffarwajo
Pada tanggal 14 TeRE-2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

1M, SH
Pecmbina Utama Muda, 1V /c
Nip. 19580101 188903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ..12.0
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